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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  211/PMK.05/2019 

 TENTANG  

TATA CARA PENILAIAN KOMPETENSI  

BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA PENGELOLA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan 

pengembangan kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran, 

Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan 

Surat Perintah Membayar melalui penetapan standar 

kompetensi dan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

standardisasi kompetensi guna meningkatkan, 

mengembangkan, dan memelihara kompetensi bagi Kuasa 
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   Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan 

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor                     

50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja 

Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 

Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

Membayar; 

  c. bahwa untuk mendukung pemenuhan kompetensi bagi 

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan 

Surat Perintah Membayar sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang 

Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna 

Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat 

Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b melalui pelaksanaan suatu 

penilaian kompentensi, perlu mengatur ketentuan 

mengenai tata cara penilaian kompetensi bagi Pejabat 

Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat 

Perintah Membayar pada satuan kerja pengelola Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat 

Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 6267); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 

tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa 

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan 

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 660); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT 

PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA PENGELOLA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian 

negara/lembaga pemerintah nonkementerian negara/ 

lembaga negara. 

4. Satuan Kerja Pengelola APBN yang selanjutnya disebut 

Satker adalah unit organisasi lini Kementerian 
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Negara/Lembaga pemerintah nonkementerian atau unit 

organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan 

kegiatan Kementerian Negara/Lembaga pemerintah 

nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab penggunaan anggaran. 

5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit eselon I 

pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan 

kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah. 

6. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang 

selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon I pada 

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang 

keuangan negara. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 

pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan 

dan/atau melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 

9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk 

melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 

menerbitkan perintah pembayaran. 

10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 

hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin 

suatu satuan organisasi negara. 
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11. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh Pegawai ASN, 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 

menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan 

efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

12. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang relevan dengan pelaksanaan tugas 

dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

13. Penilaian Kompetensi adalah rangkaian proses penilaian 

secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif melalui ujian atau pengakuan. 

14. Uji Kompetensi adalah rangkaian proses ujian secara 

objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif melalui ujian. 

15. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis dari 

pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas 

Kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugas 

jabatannya. 

16. PPK Negara Tersertifikasi yang selanjutnya disingkat PNT 

adalah sebutan yang diberikan kepada Pegawai ASN, 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lulus 

Penilaian Kompetensi bagi PPK. 

17. PPSPM Negara Tersertifikasi yang selanjutnya disebut 

SNT adalah sebutan yang diberikan kepada Pegawai ASN, 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lulus 

Penilaian Kompetensi bagi PPSPM. 

18. Nomor Register adalah nomor khusus yang diberikan 

kepada Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang lulus Penilaian Kompetensi. 
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